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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya skripsi
ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang
kecerdasan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini
berjudul “Penyelesaian Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus BPSK Medan)”.

Dalam melakukan penulisan dan  penyelesaian skripsi ini, penulis
menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini
dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang
lebih baik di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa juga menyampaikan ucapan terima
kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr.Yakup Matondang., selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

L% ]

. Bpk. Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Keperdataan pada

Program Studi [Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
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BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha begitu cepat, hal tersebut tidak lepas dari
adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan
perdagangan baik itu perdagangan barang dan/atau jasa yang pada
kenyataannya sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional
maupun secara internasional. Hal yang sangat menarik dari kegiatan-kegiatan
usaha yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah banyaknya
permasalahan yang kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan
suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang
bermasalah.

Kenyataan dalam proses penyelesaiannya, dapat diselesaikan dengan
melalui jalur peradilan maupun jalur di luar peradilan. Permasalahan yang
sering timbul berkaitan kegiatan dunia usaha seperti perdagangan baik jasa
dan/ atau barang senantiasa menarik untuk lebih diperhatikan, dicermati dan
diteliti, hal ini disebabkan karena perdagangan akan selalu berkaitan dengan
apa yang disebut dengan konsumen (dengan pengertian umum pihak yang
menggunakan atau membeli dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa) dan
pelaku usaha (pihak yang menyediakan dan/atau memberikan atau menjual
barang dan/atau jasa).

Begitu pula dengan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari adanya

kegiatan perdagangan seperti permasalahan klausula baku, di lapangan tidak
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baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan™.’

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” (Pasal 1
butir 2 UUPK).

Batasan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1
butir 11 UUPK menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “sengketa
konsumen”, yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha
disitu, yaitu:

a. Setiap orang atau individu.
b. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Jadi sengketa sesama pelaku usaha bukanlah sengketa konsumen,
karenanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tidak dapat digunakan pelaku usaha.

Diluar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen
membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa
dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku wusaha diluar
peradilan,yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme

gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa.

% Ibid., hlm 7.
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Hal ini berlaku untuk gugatan secara perseorangan, sedangkan gugatan secara
kelompok (class action) dilakukan melalui peradilan umum.?

Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu badan yang
menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court)
yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses
berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, Badan
Penyelesaian Sengketa Kosumen hanya menerima perkara yang nilai
kerugiannya kecil.*

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak
ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.
Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat disbanding
kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku. Disamping itu pengertian
lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang
memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Badan ini dibentuk sebagai alternatif bagi konsumen yang
membutuhkan media penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah.
Cepat ditentukan dari 21 (dua puluh satu) hari kerja yang wajib menghasilkan
sebuah putusan. Mudah terletak pada prosedur administratif dan proses

pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya

3 Abdul R. Saliman, dkk. 2004. Esensi Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Prenada
Media, hlm 23.
* Ibid., him 24.
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perkara yang terjangkau, serta dapat memberikan keputusan yang menang-

menang (win-win solution).’

Pengaturan pembentukan badan ini terdapat di dalam Bab XI, dimulai
dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diangkat dan
diberhentikan berdasarkan penetapan Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
yang tugas pokok dari badan ini adalah menyelesaikan sengketa-sengketa
konsumen diluar pengadilan.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen..

2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) dalam menangani setiap permasalahan antara konsumen dan pelaku
usaha.

3. Untuk mengetahui tentang penyelesaian tuntutan hak konsumen melalui

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian.
Dengan adanya rumusan masalah aka dapat ditelaah secara maksimal ruang
lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar

permasalahan.

° Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong. 2007. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta:
Grasindo, hlm 37.
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3. Penyelesaian tuntutan hak konsumen melalui BPSK merupakan Perlindungan
hukum terhadap konsumen yang tetap menjalankan kewajibannya dalam suatu
perkara dilindungi oleh undang-undang dikarenakan setiap perbuatan yang
dilakukan dengan itikad baik pastilah menjadi unsur adanya perlindungan
yang diberikan hukum terhadap perkara perdata termasuk dalam hubungannya

dengan perlindungan konsumen.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan
adalah:
1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian untuk mencapai gelar sarjana

hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

(9]

Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam

|98

menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Agar mengetahui prosedur penyelesaian sengketa konsumen.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama,
xarenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh
karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan

menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.
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Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis
melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul
pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun media
massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan
penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu BPSK Medan
dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul

skripsi.

G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika

Penulisan.
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BABII TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSUMEN
Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang: Sejarah
Perlindungan  Konsumen,Pengertian  Konsumen,Aspek = Hukum
Perlindungan Konsumen,Hak Dan Kewajiban Konsumen.

BABIII TINJAUAN UMUM TERHADAP BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Tugas dan
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK),
Penyelesaian Sengketa Konsumen, Prosedur Penyelesaian Sengketa Di
Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK)

BABIV PENYELESAIAN TUNTUTAN HAK KONSUMEN MELALUI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Penyelesaian
Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, Kewenangan badan Penyelesaian sengketa Konsumen
(BPSK) dalam Menangani Setiap Permasalahan antara Konsumen dan
Pelaku Usaha, Daftar SengketaKonsumen Yang diselesaikan melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta Kasus dan
Tanggapan Kasus.
BABV  KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan

saran
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sejak lama dikenal di dunia Barat. Negara — Negara di Eropa dan Amerika juga

telah lama memiliki peraturan tentang perlindungan konsumen. Organisasi dunia

seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti

dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa — Bangsa No. 39/248 Tahun

1985. dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi #

a. perlindungan konsumen dari bahaya — bahaya terhadap kesehatan dan
keamanannya;

b. promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;

¢. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan
kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan
kehendak dan kebutuhan pribadi;

d. pendidikan konsumen;

e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Fokus gerakan perlindungan konsumen dewasa ini sebenarnya masih
paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gerakan
perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat.
Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang
sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu,

vakni 11 mei 1973. Gerakan di Indonesia ini termasuk cukup responsive terhadap

8 [bid. him. 4
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Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai
terakhir dengan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas menganut
atau mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya
mengacu pada konsumen pemakai terakhir."”

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang di Francis,
konsumen diartikan sebagai “The person who obtains goods or services for
personal or family purpose (setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk
dipergunakan sendiri atau untuk kebutuhan keluarga)”. Dari defenisi itu
terkandung 2 unsur yaitu: -

1. Konsumen hanya orang
2. Barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

Pengertian konsumen yang lain yaitu di Spanyol mengartikan bahwa
konsumen tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang
menjadi pembeli atau pemakai terakhir'®, adapun yang menarik disini, konsumen
tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya
konsumen tidak identik dengan pembeli.

Pengertian konsumen adalah orang, sebetulnya menimbulkan keraguan,
apakah hanya orang individual atau termasuk juga badan hukum, hal ini berbeda
dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam Pasal 1 Undang-
undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara eksplisit

membedakan kedua pengertian person di atas menyebutkan kata-kata orang

7 Ibid., him. 2.
'® Ibid., hlm. 3.

' Elsi Kartika, Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta,
2007, hlm.56.
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Negara, hukum pidana, hukum acara peredata, hukum acara pidana, hukum

internasional khususnya hukum perdata internasional.*’

1.1.. Hukum Pidana

Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum

terdapat dalam kitab Undang — Undang Hukum Pidana. Di Indonesia penerapan

kitab tersebut diunifikasikan sejak 1918, yakni sejak pertama kali diberlakukan

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Jadi, berbeda dengan kitab

Undang — Undang Hukum perdata yang masih bersifat pluralistis, kodifikasi

hukum pidana tersebut jauh — jauh hari berlaku untuk semua golongan penduduk.

Di dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana tidak disebutkan kata

“konsumen”. Kendati demikian secara implisit dapat ditarik beberapa pasal yang

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen antara lain :*°

1. Pasal 204 : Barang Siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan, dan
membagi — bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa
kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun.

2. Pasal 205: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang —
barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan
atau dibagi — bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli

atau yang memperoleh, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan

¥ Prof. Mr. N. E. Algra (voorzitter),poly yuridisch Zakboekje, Kon, PBNA, Arnhen
1987. hB1/110 dalam Az. Nasution. op.cit, him. 81-82
** Shidarta, loc. cit. hIm. 90
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bersangkutan. Ini berarti, resolusi di atas cukup representatif untuk mewakili suara
konsumen diberbagai belahan dunia.’’
Ad.2. Aspek Hukum Privat/Perdata

Yang dimaksud hukum perdata yakni dalam arti luas, termasuk hukum
perdata, hukum dagang, serta kaidah — kaidah keperdataan yang termuata dalam
berbagai peraturan perundang — undangan lainnya. Kesemuanya itu baik hukum
perdata tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis (hukum adat).”®

Kaidah — kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum
antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan
konsumennya masing — masing termuat dalam :

1. Kitab undang — Undang Hukum Perdata;

§]

. Kitab Undang — Undang Hukum Dagang;

(5]

Berbagai peraturan perundang — undangan lain yang memuat kaidah — kaidah
hukum bersifat perdata tentang subjek — subjek hukum, hubungan hukum dan
masalah penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen,
seperti Undang — Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan
azas-azas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga
tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa.
Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti
perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir

berdasarkan Undang-undang. Hubungan hukum konsumen adalah untuk

%7 Ibid. him.88
38 Az. Nasution. loc.cit. hlm. 55
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2. Kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan bahwa barang
yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan
maupun pembebanan.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang antara
mereka tidak terdapat suatu perjanjian maka berdasarkan undang - undang dapat
timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut dan orang yang
menimbulkan kerugian. Seperti diuraikan pada Pasal 1365 KUH Perdata,
berbunyi: “ Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.

Sementara hal yang berkaitan tentang memberi informasi mengenai
produk barang dan/atau jasa tidak diuraikan dalam KUH Perdata ataupun KUH
Dagang. Namun hal itu dapat dikaitkan pula dalam pasal 1365 KUH Perdata
diatas, yaitu sepanjang informasi atau iklan tertentu mengakibatkan kerugian pada
pihak lain.*

Mengenai perilaku periklanan yang lengkap diatur dalam Pasal 17 Undang
— Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sebagai berikut :

1) Pelaku Usaha Periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai kwalitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan
harga barang dan/atau tariff jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang
darn/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

* Celina Tri Siwi Kristiyanti. loc. cit. him. 71
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
atau tidak sesuai mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Selain dari pada hak tersebut konsumen juga mempunyai kewajiban dalam
memenuhi hak nya tersebut yaitu diuraikan pada Pasal 5 UUPK, Kewajiban
konsumen adalah :

a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau
pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut
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Adanya hak dan kewajiban dari konsumen, maka dari timbal baliknya

adalah adanya pula hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagai pihak yang

menjadi rekan transaksi dari konsumen, yaitu pelaku usaha.

Hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK :

a.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang
diperdagangkan

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritkad tidak baik

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang
diperdagangkan

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan yang menjadi kewajiban pelaku usaha diatur pula dalam Pasal

7 UUPK yaitu :

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen
dalam memberikan pelayanan kepada konsumen
d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa
yang berlaku
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba
barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas
barang yag dibuat dan atau yang diperdagangkan
f. Memberi kompensasi, ganti kerugian dan atau pergantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang
diperdagangkan
g. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal jual beli adalah
sama dimata hukum, karena didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen antara pihak produsen dan konsumen sama
memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang
saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang
mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan
pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.

Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dengan

konsumen dalam hal ini jual beli terhadap barang elektronik, merupakan
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hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi
karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lainnya.

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan
konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku
usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan
konsumen sangat tergantung pada hasil produksi pelaku usaha. Kedudukan
adntara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses
produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut
merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai
akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak
maupun hanya kepada pihak-pihak tertentu saja.

Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam suatu
sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat
produktifitas dan efektivitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha.
Sampai pada tahapan hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan
suatu hubungan yang sifatnya massal. Karena sifatnya yang massal tersebut, maka
peran negara sangat dibutuhkan dalam rangkan melindungi kepentingankonsumen
pada umumnya. Untuk itu perlu idatu perlindungan konsumen berdasarkan
undang-undang antara lain mutu barang, cara prosedur produksi dan juga
ketentuan tentang pemberian garansi pada suatu produk barang dalam hal ini

adalah barang elektronik.
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informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang
suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk
vang diinginkan / sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat
kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah
mengenai manfaat kegunaan produk, afek samping atas penggunaan produk,
tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut, informasi
tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun tulisan, baik yang dilakukan
dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, melalui
iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun
media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak untuk meningkatkan efisiensi
dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap
produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang
memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemenuhan hak ini akan
menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

3. Hak untuk Memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
sonsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhanya,
:anpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen

oerhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap barang suatu
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produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas
jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih bagi konsumen ini hanya ada jika alternatif pilihan dari jenis
produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu
produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa),
maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak berfungsi.

Berdasarkan hal terebut, maka ketentuan yang dapat membantu penegakan
hak tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik dalam Pasal
19 maupun dalam pasal 25 ayat (1). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 menentukan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengaakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa :

a. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama yang bersangkutan, atau

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu

¢. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sementara pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 :
“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk :
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a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan
atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang
bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau
¢. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan.
4. Hak untuk Didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak
dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini
dapat berupa pertanyaan tentang berbagai pertanyaan tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang
produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian
vang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau yang berupa pertanyaan /
pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan
konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara
kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu
lembaga tertentu.
5. Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup

Hak ini merupakan hak sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk
hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh
xebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mmpertahankan hidupnya (secara

lavak). Hak-hak ini terutama hak yang berupa hak atas pangan, papan serta hak-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa Ké?egpwgﬁ{tﬁ%%%qﬂﬁﬁ%a acid)1/8/24



42

Lialnda Sari - Penyelesaian Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian....

hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-
lain.
6. Hak untuk Memperoleh Ganti Kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang
telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa
yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan
penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian
materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian)
konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu,
baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang
diselesaikan melalui pengadilan.
7. Hak untuk Memperoleh Pendidikan Konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar
konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar
dapat terhindar dari kerugian akibat dari penggunan produk, karena dengan
pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan
teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
8. Hak Memperoleh Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi
setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan
sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam
Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang — Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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9. Hak untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai Tukar yang

Diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat
permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tidak tertentu
konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari
pada kegunaan atau kualitas atau kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.
Penegakan hak konsumen ini didukung oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan
Persaningan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
tidak Sehat, menentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar barsangkutan yang sama.”

Sedangkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli
vang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus
dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama”.

10. Hak untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Hukum yang Patut
Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen

vang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.
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Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat
tersebut di atas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang
dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK tersebut,
terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 hak konsumen yang diuraikan
sebelumya, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya Pasaal 4 UUPK tidak mencantumkan
secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak
memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, tapi hak tersebut dapat
dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal 4 UUPK tersebut,
vaitu “hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya”. Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih dirinci, tapi

pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.
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i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8,
yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen.

j- Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti
lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen.

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian
terdapat 2 (dua) fungsi strategis dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
yaitu:

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berfungsi sebagai instrumen
hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui
konsiliasi,mediasi dan arbitrase.

b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku
usaha (Pasal 52 butir ¢ Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Termasuk disini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (persero)
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kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Jadi, tidak hanya klausula baku
yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaan-perusahaan
swasta saja, tetapijuga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik negara.

Dilihat dari ketentuan Pasal 52 huruf b, ¢ dan e Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, dapat diketahui BPSK tidak hanya bertugas
menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 49
ayat (1) UUPK, tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi,
pengawasan terhadap klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari
konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen
serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan
pemeriksaan pelaku wusaha yang diduga melanggar Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 45 , dijelaskan bahwa ada dua cara penyelesaian
sengketa konsumen yaitu :
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.
Ad.1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diuraikan pada Pasal 47 UUPK,
yaitu : “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa Ké?egpwgﬁftﬁ‘se%%‘fﬁg}ﬁﬁ?ﬁa acid)1/8/24



49

Lialnda Sari - Penyelesaian Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian....

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian
yang diderita oleh konsumen”.

Diluar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen
membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa
dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku wusaha diluar
peradilan,yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme
gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa.
Hal ini berlaku untuk gugatan secara perseorangan, sedangkan gugatan secara
kelompok (class action) dilakukan melalui peradilan umum.*’

Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu badan yang
menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court)
yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses
berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, Badan
Penyelesaian Sengketa Kosumen hanya menerima perkara yang nilai
kerugiannya kecil.**

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak
ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.
Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat disbanding
kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku. Disamping itu pengertian
lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang

memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

47 Abdul R. Saliman, dkk. 2004. Esensi Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Prenada
Media, hlm 23.
“ Ibid., him 24.
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Badan ini dibentuk sebagai alternatif bagi konsumen yang
membutuhkan media penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah.
Cepat ditentukan dari 21 (dua puluh satu) hari kerja yang wajib menghasilkan
sebuah putusan. Mudah terletak pada prosedur administrairf dan proses
pengambilan putusan yang sangat sederhana.

Pengaturan pembentukan badan ini terdapat di dalam Bab XI, dimulai
dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diangkat dan
diberhentikan berdasarkan penetapan Menteri (Menperindag), yang tugas
pokok dari badan ini adalah menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen
diluar pengadilan.

Selain BPSK, sebenarnya ada pula cara lain dalam penyelesaian
sengketa yaitu melalui arbitrase , yaitu lembaga alternative penyelesaian
sengketa yang diatur dalam Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ad 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pada Pasal 48 UUPK diuraikan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen
melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang
berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ™.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, penyelesaian sengketa melalui
peradilan umum adalah dengan mengikuti tata cara berpekara di peradilan umum

sebagaimana mestinya.
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[stilah ”prosedur berpekara™ di dahului dengan pendaftaran surat gugatan
di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya itu berarti surat
gugatan harus sudah disiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Pasal 45
UUPK menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaiman diatur dalam undang
— undang.

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa konsumen diluar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak y6ang
bersengketa.

Dari pernyataan Pasal 45 ayat 3 jelas seharusnya bukan hanya tanggung
jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan
juga tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen
yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan ole jaksa dalam penuntutan
peradilan umum kasus pidana, tetapi ia sendiri juga dapat menggugat pihak lain di
lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administrasi di

dalamnya. Hal yang dikemukakan terakhir ini dapat terjadi, misalnya dalam
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kaitannya dengan kebijaksanaan aparat pemerintah yang ternyata dipandang

merugikan konsumen secara individual. Bahkan mengingat makin banyaknya

perusahaan multinasional yang beroprasi di Indonesia juga tidak menutup
kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku usaha di peradilan negara
lain, sehingga sengketa konsumen ini pun dapat bersifat transnasional.*’

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang
diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Ayat (1) UUPK adalah :

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar

dan/atau korban tidak sedikit.

C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa
konsumen (BPSK)
Prosedur penyelesaian sengketa di BPSK dimulai dari proses pendaftaran

sengketa yang dilakukan oleh konsumen dengan mengisi formulir pengaduan

¥ Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen — Instrumen Hukumnya, Citra Aditya
Bakti, bandung, 2003, hlm. 308
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konsumen. Untuk proses selanjutnya berpedoman pada tugas dan wewenang
BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen tersebut sesuai yang telah
diamanatkan oleh undang — undang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Majelis Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewajiban menjaga ketertiban jalannya
persidangan (Pasal 27 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Terdapat
3 (tiga) cara persidangan di BPSK (Pasal 54 ayat(4) jo. Pasal 26 sampai dengan
Pasal 36 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) yaitu:*°
1. Persidangan dengan cara konsiliasi
2. Persidangan dengan cara mediasi
3. Persidangan dengan cara arbitrase
Ad. 1. Persidangan dengan cara konsiliasi

Inisiatif salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa konsumen ke
BPSK ditangani Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersikap
pasit dalam persidangan dengan cara konsiliasi. Sebagai pemerantara antara para
pihak yang bersengketa, Majelis BPSK bertugas (Pasal 28 SK Menperindag
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001):

a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan

c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

d. menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang

—undangan di bidang perlindungan konsumen;

*Yusuf Sofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktik
Penegakan Hukum, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, him.199
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